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NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGER!

BAGI PEJABAT NECARA, PECAWAL NEGERI SIPIL DAN PEGAW A| TIDAK TETAP

Menimkbang -

Mengingdt

d.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKL,

bahwa pembiayaan Perjalanan Dinas harus sesuai dengan
kebttuhan nyata, dan memenuhi kaldah - kaidah
pengelolaan keuvangan daerah serta dilaksanakan secara
tertib, efisien, ckonomis, efekuf, {ransparan, dan
bertangqungjawak:;

bahwa berdasarkan perbimbangan sebagaimana
dimaksuc dalam huruf a. perlu menerapkan Peraturan
Gubermir tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bitgi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawal
Tidak Tetap;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatrantra Tingkat | Maluku
{Lembraran Negara Republik indonesia Tahun 1958 Nomor
79, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 16177

Undang - Undang nNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok  Kepegawaian  {Lembaran Negara  Republk
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah  diubah dengan Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Repukbiik Indonesia Normor 3890,
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Undang-tindang Nomor 17  Tahun 2003 tentang
Keuangan Nagara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 4286).
Undang-Undang Nemor 1  Tabhun 2001 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomar 5. Tambahan Lemibaran Negara NMomor 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemerilisaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

Undang-Undang  MNomor 32 Tabhun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 12%, Tambhan Lembaran Negara Nemor 4437)
sebagaimana telah beherapa diubah  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran

MNegara Tahun 2008 Nomor 59, Tambabhan Lembaran
Negdra hMomor 4344).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Parimbangan Keuangan antara Femerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelclaan Kewangan Daerah (Lembaran Megara Tahun
2005 Nomeor 140, Tambahan Lembaran Negara MNomor
4578,

Peraluran Menteri Dalam Negerl Namor 13 Tahun 2006
tentang Fedoman Pengelclaan Keuangan Dacrah, yang
tefah  mengalami  beberapa ka¥ perubahan  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2071 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Momer 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerab;

Peraturan Menteri Dalam Negerf Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomar 690)



MEMUTUSKAN

Menetaplkan: FERATURAN  CUBERMUR TENTANG PERJALANAN  DINAS
TARATAN DALAM NHIZRI BAGI PR JABAT NEGARA, PECAWAIL
NEGER| SIPIL DAN PEGAWAL TIDAK TET AR

EAB 1

KETENTUAN UnMLAM

"Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur inl yang dimaksud dengarn

1. Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas
adalah perjalanan ke Rkar tenpat  kedudukan yarng dilakukan dalam
wilayah Republik Indonesia untule kepentingan daerah;

2. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubhernur Maluku:

3. Pegawal Negeri adalah setiap warga Negara Republik indonesia yang
telah memenubi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwrenag
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas

Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

4. Pegawal Tidak Totap adslah pegawal yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerirtahan dan pembangunan
yang bersifat teknis professional dan  administrasi  sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan  crganisasi;

5. Perjalanan Dinas jabatan adalah Terjalanan Dinas melewat! batas kota
dan/atay dalam kota dan' tempat kedudukan ke tempat vang dituju,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
na2gers

b. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dolkumen
vang hterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagl Pegawal Negeri dan
Pegawal Tidak Tetap:

7. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawal Tidak Telap yang melaksanakan Perjalanan Dinas!

& Lumpsum adaileh suatu jumlah uang yang telah dihitung terleblh dahuly
(pre-cafcufared amount) dan dibayarkan sekahgus;
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1.
id.

Biaya riil adalah biava vang dikeluarkan sesuai dengan bulkti pengeluaran
vang sakh:

Perhitungan rampung adalah perhitungan blaya Perjalanan Dinas vang
dihitung sesuai dengan bkt pengatuaran yang sah;

Tempat kedudukan adalah lokasi kanrar/satuan kerja

Tempar twjuan adalah termpat/kota vang menjadi  wjuan  Perjalanan
Cinas;

Bati I

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal ¢

Peraturan  Gubernur ini  mengatur mengenat  pelaksanaan  dan
pertanggundjawaban  Perjalanan Dinas bagl Pejabat Negara, Pegawai
Megeri dan Pegawal Tidak Tetap;

Ferjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Per jalanan
Dinas Jabatan

Pedawal Negeri dan Pegawai Tidak Tetup schagaimana dimaksud pada
ayat {1 meliputi:

4. Pegawal Negari Siplil
v Pegawal Tidak Tetap.
BAB I
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasat 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan derngan memperhatikan prinsip  sebagai

herikut:

a selddf, vaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan:

b ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapalan kiner|a Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SXPD)/unit Kerja)

¢ cfisiensl penggunaan helanja daerah; dan

!




d. akuntabilitas pemberian perintah  pelaksanaan  Perjalanan Dinas  dan

pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB VM

PERJALANAN DINAS JABATAN
Paszal 4

I. Perjalanan Dinas jabartan sebagammana dimaksud dalam pasal 2 ayat {&
digelongkan men jadi

-

a:  Perjalanan Dinas jabalan ke luar daerah: dan

b.  Perjalanan Dinas jabatan di dalam daerah

2. Petjalanan Dinas jabatar ke Wa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(13 huruf a adalabk Perjalanan Dinas ke fuar wilayah Provinst Maluku:

3. Perjalanan Dinas jabatan di dalam daerah sebagaiman dimaksud pada
ayatil) huruf b adalah Perjalanan Dinas dr dalam wilavah Provinsl Malulu.

BaAaBE W
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal

(T} Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas komponen - kompeonen sebagai
berilout:

Biaya transport:
Uang harian:

Uang representative;

o or oo

Blava penginapan;
(2} Biaya transport sebagaimana dimaksud pada avat (10 kuruf a terdiri atas °

& Perlalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tu juan
lkeberang lcatan dan  kepulangan  termasuk  hiaya  termipal
bus/stasiun/bandara{pelabuhan keherangkatan:

b. Retribusi vang dipungut di terminal bus;stasiunibandara/ pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan;




(3)

{4)

(5)

(n

(2)

Uang harian sebagatmana dimaksud ayat (1) horuf b terdird atas
a.- Uang malken;

b, Uang transport lokal:

¢ Uang salu;

Uang representatif sebagatmana dimaksyd pada avat () huruf ¢ dapat

diberikan kepada Pejabat Esalon | dan |l selama melakukan Perjalanan
Cinas;

Bitva  penginapan sebagaimana  dirmalsud pacda  ayvat (1) huruf  d
merupakan biava yang diperlukan untuk MAnRgnap:

€ O hotel:

B Di tempat menginap lainnya:

Dalam hal tidak menggunakan biaya nenglnapan sebagaiman dirmaksud
pada avat {5}, berlaku kelzntuan sehagai berilut:

no Diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif

hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dalam Peraturan Gubernur
ini;

L. Biaya penginapan sebragaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara lumpsem;

Pasal b

Biaya Perjalanan Dinas fabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (D.digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:

Tingkat A untuk Pejabat Negara

Tingkat B untuk Pajabat Esclon |

Tingkat C untuk Pejabat Eselon lI/Pejabat Esclon HIJPNS Gaolongan

o 0 oM

Tingkat O untuk Pejabat Eselan IV/PNS Golongan I
e. Tingkat E untuk PNS Colongan Ik
f. Tingkat F untuk PNS Golongan 1.

Penyetaraan tingkat hiava Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} untuk Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan tingkat
pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan,

Baya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1}
diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebayaimana ayat (1),
dengan ketentuan sebagal berikyt:

f




Biaya transpont dibayarkan sesuar dengan biaya riil

b Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggl sesual Lampiran Keputusan Cubernur ini,

¢ Uang representative dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
batas tertinggi sesual Lampiran Ke putusan Gubernur ini;

d. Uang penginapan dihayarkan sesuas dengan biaya il dan'
herpedoman pada Lamgplran Keputysan Gubernur inj,

Pasal 7

Perjalanan Dinas jabatan dilakukan datam rangka

d.
b.
Lo

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

Mengikuti rapat, seminar, dan seienisnya;

Memneroleh pengobatan berdasarkan swrat keterangan dokter karena
mendapat cedera pada waktd / karena melakukan tugas;

Mengikutl pendidikan dan pelatihan,

Pasal B

Datam bal Perjalaman Dinas jabatan menggunakan kagal laut/sungai  untuk
wakte paling kurang 24 (dua pulub erpat ) jam, selama waktu transportasi
tersebut hanya diberikan uang harian.

()

(2)

(1

——

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibavarkan sebelum Perjatanan Dinas
ditalsanalkan, -

Dalam hal Perjalanan Dhnas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya

Perjalanan Oinas sebagaunana dimaksud pada ayar (1) dapat dfbayarkan
setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 10

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas jabatan melebihi jomiah hari
vang ditelapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh
kesalahanfielalaian  peliksana  Perjalanan  DOinas  dapat  diberlkan
tambahan uang harian, biaya penginagan, uang repfe sentatif;

— o re— — T



(2}

Biaya Parjalanan Dinas jabatan

ditetapkan dalam Surat Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas

harus mengembalikan ktlebihan uang harian, biava penginapan, uang
representatil yang telah diterimanya,

Pasal 11

dibebankan pada Dokurnen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Satan Kerja nenerbit Surat Perjalanan Dinas.

(1)

(2)

(1)
{4

(3}

. BAE W

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Fasal 12

Pembaydran biaya Perjilanan Dinas  dibenkan  dalam  balas  pagu
anggaran yang tersedia dalam OPA SKPD berkenaan:

Pembayaran blaya Ferjalanan Dinas kepada pelaksana Perjalanan Dinas
paling <epal 5 {lima) hari kerja sebelurn) Peorjalanan Dinas dilaksanakan;

Fasal 13

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP,

Dalam hal biaya Perjalaran Dinas jabatan yang dibayarkan kepada
pelaksana Perjalanan Dinas melebihi biaya Perjalanan Dinas jabatan yang
seharusnya dipertanggungjawabian, kelebihan biaya Perjalanan Dinas

jahatan tersebut harus disetor ke Bendahara Pengeluaran SKPD [ Unit
[Kerja yang bersangkutan,

Dalam hal belanya Perjalanan Dinas jabatan yang dibayarkan kepada
pelalisana  Perjalanan  Dinds  kurang  dari

vang  seharesnya, dapat
dimintalkan kekurangannya:

Dalam hal jumtah hari Perjalanan Dinas kurang dari jurnlah hari yang

e ————



Fasal 14

{1} Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas jabatan atas
perintah dari pemberi tugas, biaya pembatalan dapar dibebankan pada
DFA SKPD berlkenaan:

(2] Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pads DPA SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagal berikut

a. Biaya pembatalan tiket transpartasi atau biaya penginapan:

b. Sebadian atau seluruh biaya tiket transportasi atau blaya penginapan
vang tidak dapat dikembalikan/refynd:

BEAB VI
PERTANGGUNG JAWAB AN RIAY A PERJALAMNAN DINAS
Pasal 15

(1} Pelaksana Perjalanan  Dinas mempertanggung javvabkan  pelaksanaan
Perjalanan Dinas %epada pemberi tugas paling lambat 5 (lima} hari kerja
satelah Perjalanan Dinas dilaksanakan:

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan  Dinas jabatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat {13 dengan melampitlkan dokumen herupa:
1. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana Perjalanan Dinas;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh atasan pelaksana Parjalanan Dinas
dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atay pihak terkait
yang menjadi tempat twuan Perjalanan Dinas:

€. Tiket pesawat, boarding pass. airpert  tax, reirbusi dan bukzi
Pembayaran moda transportas! fainnva:

d. Bulkti pembayaran hotel atau ternpat menginap lainnya

e, Jaftar pengeluaran riil -

Pasal 16

Pihak - pithale yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga
sebenarnya (mark up), danatau Perjalanan Dinas rangkap (dua lall atau
lebih} dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian




vang di derita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan
yang dilalklikan,

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal |17

Pada sant Peraturan Qubernur mi bérlaku, maka Peraturan Gubertur Maluku
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negerl Bagi

Peqawai Negeri Sipdl dan Pegawai Tidal Tetap dicabut dan dinyatakan tidale
berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur tni beriaku pada ranggal ditetapkan.

Agdr settap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatantya dalam Berita Datrah Provinsi Maluku.

Ditetapkan i Ambon
pata tanggal 45 MNopember 2013

PEMJABAT CGUBERHMUIA MALLKU

¢
SAUT SITU ANG

Diundangkan di Ambon

Pzda tanggal 45 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAHTAALURL,

5 FAR-FAR

BERITA DAERAK PROVINSI MALUKL TAHUN 201 3 NDVIOR .22
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